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ABSTRAK 

Artikel ini menganalisis tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pemblokiran 

Imei dalam Pembelian Smartphone Luar Negeri terkait IMEI smartphone 

konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No. 1 

Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (International Mobile 

Equipment Identity) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen 

dalam pembelian smartphone resmi dari luar negri terkait IMEI yang diblokir 

berdsarkan UU perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan menggunakan data sekunder, pendekatan perundang-undangan 

dan pendekatan kasus. Artikel ini menyimpulkan bahwa aturan pemblokiran IMEI 

yang berlaku sejak tanggal 18 April 2020 untuk menghindari peredaran 

smartphone illegal di Indonesia, sehingga agar tidak terblokir perlu dilakukan 

registrasi IMEI. Jika smartphone yang di beli dari luar negeri terblokir maka 

berdasarkan UU No.8/1999 jika dibawa oleh penumpang maka 

pertanggungjawaban ada pada diri penumpang sebagai importir, karena UU 

perlindungan konsumen tidak mencakup pelaku usaha di luar negeri, sedangkan 

jika membeli melalui distributor dalam negeri maka distributor dapat dimintakan 

pertanggungjawaban. 
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